Menimbang

Mengingat

BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,

bahwa untuk melaksanakan Kketentuan Pasal 45 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

dan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturap Presidc;n
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospamal
Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan

Informasi Geospasial Daerah;

I, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor S
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

o. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan

Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 78);

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta

Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 28);

7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun
2012  tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data
Geospasial;

8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun

2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam
Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;

/

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner




Scanned by CamScanner




Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner




Scanned by CamScanner



